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. 1.

PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pengelola PPLP Provinsi
Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga
Pelajar Provinsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3390);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

o Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

@W (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4535);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); J



@ Menetapkan :

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun. 2007 tentang
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang
Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan
Pengembangan Budaya Daerah;

14.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PROVINSI
GORONTALO

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah  Penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olal':

Raga Provinsi Gorontalo. \5



7. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi
Gorontalo selanjutnya disingkat PPLP adalah sarana tempat

pembinaan dan latihan olahraga pelajar di Provinsi Gorontalo.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi
Gorontalo pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksanaan Teknis
Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis di bidang Pengelolaan Olahraga yaitu
melaksanakan pembinaan dan latihan olahraga pelajar di Provinsi
Gorontalo

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Dalam melaksaankan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelola PPLP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :
a. menyiapkan analisa rencana pengelolaan, pembinaan, pelatihan
atlet dari masing-masing cabang olahraga yang berada pada
PPLP;

b. menyiapkan analisa rencana pengelolaan sarana dan prasarana

olahraga; J
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c. melaksanakan kegiatan olahraga demi memacu peningkatan

prestasi atlet;
d. mengikutsertakan Atlet pada Iven Regional, Nasional, dan
Internasional.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola PPLP
Provinsi Gorontalo terdiri atas:
a. Kepala UPTD
b. Subag Tata Usaha
c. Seksi Pembianaan dan Pelatihan
d. Seksi Sarana dan Prasarana

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola PPLP
Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
’/ (2) Kepala Pengelola PPLP wajib menerapkan prinsip koordinasi,
@ integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun

instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola PPLP;

b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan,
pengendalian dan pengawasan dibidang Olahraga di PPLP;

c. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan
PPLP;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat

pusat maupun tingkat daerah. J
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